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BATAM

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSEDUR PENELITIAN DAN VALIDASI PELAPORAN PAJAK SELF
ASSESMENT (HOTEL, RETORAN, HIBURAN, PPJ, PARKIR)

NOMOR :o1U/000.8,3,3/V11/2023

TAHUN 2023



No. SOP

16l /000.8.3.3/VIL2023

Tanggal Pembuatan

: 20 FEBRUARI 2020

Tanggal Revisi - 01 JULI 2023
Tanggal Efektif . 01 JULI 2023
Disahkan oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
A BATAN
RAJA AZMANSYAH
PEMERINTAH KOTA BATAM Pembina Utama Muda
BADAN PENDAPATAN DAERAH NIP, 19701120 200003 1009
PROSEDUR PENELITIAN DAN VALIDASI PELAPORAN
Nama SOP PAJAK SELF ASSESMENT (HOTEL, RETORAN, HIBURAN,
PPJ, PARKIR)
Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum :
© 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunaf

Dun Bangunan Perdeswam Dan Perkotm
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah

6. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 Tentang
Susunan Orgaisasi Dan tata Kerja Sekretariat Daerah,

: Inspcktorat Dacrah; Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat'

g Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun
2012 Tentang Tata Cara Pemeribsapn Patak Thagreah

9. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara
Elektronik

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi

1. Minimal SLTA/Diploma/Sirata

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

4. Memiliki Sertifikat Bimtek Pemula Pemeriksaan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Monitoring Setoran PajakDaerah
2.  SOP Pembayaran
3. Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi

Peringatan :

Jika rangkaian.SOP tidak.dijalankan.dapat mengakibatkan.Potential
Lost dan tidak tercapainya Target Pendapatan Daerah

2. Laporan Wajib Pajak
3. Printer
4. Komputer

5. Jaringan Internet.

1. Aplikasi Catatan Transaksi dan Pelaporan




BADAN PENDAPATAN DAERAH No. SOP Gt 1000.8.3.3/V11/2023 Tanggal Efelctif> 101 JULI 2023 | Halaman: 14
PROSEDUR PENELITIAN DAN VALIDASI PELAPORAN PAJAK SELF ASSESMENT' {HOTEL, RESTOIRAN, HIBURAN, PPJ,
KOTA BATAM
PARKIR)
Pelaksana Toifatw Baku
: Sub Bidang Penilaiam, Sub Bidang Penagihan
N Uraian Prosedur Tt
; x em‘;"“ Penetapan, Validasi dam dan Pemerilisaan Pajak Kelengkapan Wiiaktu Cratput
Keberatan Pajak Daerak Il Daerals I
1 |Staff Pelayanan Pelaporan SPTPD menyampaikan berkas C) - Rekapam Pembukuan Pajak FMenit |Data Wajithajak,. Rekapan
pelaporan Pajak Daerah ke Sub Bidang Pamilaian, Penetapan, - SPTPDx PembukuamBisjal, SPTPD,
Validasi dan Keberatan Pajak Daerah [E - Tanda Terima Setoran Tanda Teriima Setoran. |
- Tanda Terima SPTPD |
2 |Petugas Administmasi Sub Bidang Penilaiam. Penetapan, Data Wajib Pajak, Rekapan 5 Menit |- Berkas Yamg: Sudah di Teliti
Validasi dan Pelaporan menerima berkas Pelaporan untuk .J—_l Pembukuam Pajak, SPTPD, - Rekaman Femelitian Pajak |
selanjutnya dilakulkan Penelitian kesesuaizm antara Data Wajib 7 Tanda Terima Setoran. Daerah ‘
Pajak dengan Pefapporan dan pembayaram pajak - Form Penetitiam SPTPD i
- Berkas Yamg Sudah di Teliti 5 Menit |Rekapan HasilllPenelitian dan
- Rek: Penelitian Pajak lidasi ipan D
Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasii dan Keberatan ¥ Da:raznm SRR velidsh, Pengsmsipen Dolcumen i
3 Pa;ak Daerah I1 nw:m. validasi hasil Penelmm, Bila leemukan - Form Pemelitian SPTPD |
kejanggalan maka dillakukan pemeriksaam. Jika sesuai
dilakukan Pengarsipan Dokumen.
4 |Sub Bidang Penagiiltan dan Pemeriksaam Pajak Daerah 11 \ Rekapan Hesil Penelitian dan 3 Menit |Daftar Pembiiraam dan
menerima rekapam hasil validasi dan penefitian yang akan di @ validasi, Pengarsipan Dokumen PemeriksaamPhjak Daerah
lakukan Pemeriksman.

KEPALA BADAN FENDAPATAN DAERARE

RAJA AZMIANSY A
Pembina: Utama Muda
NIP. 19701 128 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Isa Nomor 17 Lantai 2 Kantor Bersama Pemerintah Kota Batam
Telepon. (0778) 470670, 470671, 470672 Faksimile. (0778) 470673
Email : bapenda@batam.go.id, Website : bapenda.batam.go.id
BATAM

KodePos: 29464

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDATAAN DAN PENDAFTARAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
Nomor : 06%000.8.3.3/V/2024

Diketahui oleh |
Pengelola SOP

Disetujui oleh

| |
| Dibuat oleh | Pengguna SOP
|

| |
| |

Direviu oleh

Sub Koordinator dan Kepegawaian

Urusan Pendataan P‘ﬁgﬂi‘;’:;gn Kabid Pajak Daerah | Kepala Bapenda
dan Pendaftaraan ‘ ] Kota Batam
Pendapatan,

Sub Bagian Umum '
[
i

Pajak Daerah |I | Evaluasi dan Sistem |

i

|

. \
Informasi |

1




4
No. SOP . SO0 /000.8.3.3/Vi2024
Tanggal Pembuatan . 20 Februari 2020
Tanggal Revisi . 21 Mei 2024
Tanggal Efektif . 27 Mei 2024
Disahkan oleh :
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam,
Pemerintah Kota Batam
Badan Pendapatan Daerah
Pembina
NIP.19701120 200003 1 009
Nama SOP : PROSEDUR PENDATAAN DAN PENDAFTARAAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi.Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Usia Minimal 18 Tahun

Usia Maksimal 46 Tahun

Pendidikan Minimal SLTA/Diploma/Strata
Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer
Memiliki pengetahuan dibidang Perpajakan
Sehat Jasmani dan Rohani

LR o

4. Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penilaian, Penetapan Validasi dan Keberatan Pajak Peralatan :
Daerah Il 1. Komputer + Jaringan Internet
2. SOP Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah |l 2. Printer
3. Scanner
4. Pulpen dan Pensil
5. Kertas HVS A4 & F4
6. Aplikasi SIMAPATDA
Perlengkapan :
1. SPT (Surat Perintah Tugas)
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan
3. SK Kepala Bapenda
4. Kartu NPWPD

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Potensi
Penerimaan Pajak Daerah tidak Optimal dan mempengaruhi

tingkat kepuasan Wajib Pajak

Target dan Realisasi Laporan Kinerja Sub Koordinator Urusan
Pendataan dan Pendaftaraan Pajak Daerah Il




*533; BADAN PENDAPATAN DAERAH

SQP Pendataan dan Pendaltaraan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
{Perwakc Nomor 10 Tshun 2024 tentang Penyelanggaraan Pajak Barang dan Jasa Tertentu)

PELAKSANA MUTU BAKU
13 = ™
e 8 5=
g_ 'g g % = § 3 s 2 | g é
o 2 & 3 E 32 :Rn B2
HNo Uraian Prosedur & . g = g g i i 2 » & |Persyaratan/ Kslangkapan Cutput Waktu | Ket
| 2 8 [B88|25% |28 |2 &
2 g | |27 |8ks|® i
]
a ® o | O -~ o
1 Pataksana Lagargan mendats Ohjuk Pajak baru melais pemantinign angsung ‘apengan’ Fomaniaunn langsung Dokuimen daftar cbiek payak bary 5 an
macha sosiat kemudian memiual dattar objek pajak ban: F lapangan/imed-a sosal
2 |Sub Koombrated Urusar Pandatopr dar Pencafiacaan Pajak Doersh U memankia daflar AL A I Dokurnen daftar ob.ak pajak ban | Surat Fembsariahuan dan 5PT 63 manit
objex pajak bary dan membual surat pemberishuar Ve
1
3 [Surat pembentebuan o paral clon Wats Pajek Dasran 1 kA d sefu s, %a { CAK akan 0 Dokamen daftar oo, ok pajak baru | Sural Pemnbentahuan 3 paral 5 men!
kerbaican <apads Sub Kogronaker Jrusan Pendataan dan Pendalla-aan ajak Dasrat i <><- —
untuk oi rev:s A
4 5 is Badan r gan Sural per huan subagas bontuk porsetusuan, jika Dokuman datar of.ok peimk baru Surat Pemnpetiahuan & 5 men:t
tkaw axan di kembalikan kepada Sub Koordinalor Wusan Pendataan dan Pendaflaraan <>4 landalangan
Paymic Daerah il untuk o ravis |
5 |Pelskssna Lepargar menyampaikan Sural Pemrbantaruan ke 1 xopsca Waj:b Pajak WENCHFTAR N et | Surgt Parnbe-iahuan 1 can SPT Tar<a terna surat 5 nal
Trman E
6 |Jika ‘Wapb Pemk \.oxk mendafiarkan objes paak Sub Moard nator Urusar Parcataar dan i: Ozkurren cafiar oD,8K pajK baru Surat Pembentanuan 60 monit
fanoakaraan Pa ak Daerah Il membua? surat pemberianuay <& 2 vang telan dionimkan s.rdt
parmbertakuan ke 1
7 [Peiakssra Lapargar manystoskan Surel Pemberniahuan ke 2 kepada Wapb Pajsk WENTAFTAR 5 Surat Pampertahuan 2 dan SPT Tarda terma sLiat £ nan
8 |{Jika selaiah menenma surat pembirilanuan ke 2 Waiib Pgiak titnk mendaftarkan objok é Berkas sosual ketenivan Dokumen dakar objek pajsk bar 1 0
pajak nya, Sub Koordmater Urysan Pencataan dap Pendaharaon Pmax Daerah It yang lelah dikimxan surat
mandafiark&n obiek pajak socara jabatar pambentahuan ke 1 dan 2
9 |wa b Pajak mandatarkan oxek paak kepada patugas penanma borkas Pajak Daerah il dL_l Formnulr Fondaflaran sebaga Berkas PandaRaran sekelks
T D R O [ ab;ek paja« Haserta kelerghapan
Doy aian
‘G |Petugas penevna beas merenma dokumen pendatiacan kemued.an memrenksa é batkas yarg befum leng<ap d Berkas Pendaftarsn 5 menut
kelatgrapan persyaratan wamial han kegada waygh pa:ak
untuk g1 ‘angkapi, Derkas yang
sudah langkap di sarahkan
kepada Sub Koordinalos Lirusan
P \ dhan P fi J
]
11 |Sul Koordnator Unman Pendataan dan Pandefarsan Pajak Dasrsh | meneit dokumen db Berkms sesuai keteniuan Barkas Pendafaran 15 memt
pendatisman 2an mendisg tan kapada Oparator spikas SIMAPATDA untuk di -nput ke
calam aplias: SIMARATDA
12  |Operstor aplhasi SIMAPATDA mangnput ¢aa objex pa:ak bary ke da'am ap'icesi = Berkas Pendaflaran aninput PenginpJtan d- agkkas dan 10 mennt
SMAPATDA kemud an mancewk SK penunjuksn sebagal VWayin Pa;ak dan atau $K = sesual dengan kelentuan pererttan SK panubjutan
“argukuhan Gbjex Paak baserts Kartu NAWRD ssbaga Wajb Pajak dan ateu 5K
Penguaunan Chiek Pajak beserta
Kartu NPWPD
13 | 5K penurjukan sebspa Waib Pajak dan mtar SK Pengukuhan Onjok Pazak di paraf olen YA TIBAK Bervas sasual ketentuan 5K di para! 5 memt
Sub Kocrdinator Urusan Perdatann can Pendefarean Pajak Dasrah |t jika disetujui. jka ] <I
tidak chk 1 kepada Operator apikas] SIMAPATDA unbuk d rovisi
14 |SK penunjuxan sebagal Wapb Pajak dan atau SK Pangukuhan Objex Paak o) caraf oleh i riCak Berkas sasull ketentian SK di paral S menut

wabid Pajak Casrah | jha disetujur jka tdak dik
SIVMAPATDA uptuk dif ravit

kepada Op apiikasi




{
E"'Ei BADAN PENDAPATAN DAERAH

SOP Pendataan dan Pendaftaraan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
(Perwako Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Barang dan Jasa Tertentu)

PELAKSANA MUTU BAKU
| 3 i3
- k-] = 3
£13|d |5 SEE zelo5 |2
a o
No Uralan Prosedur 2 & £ & |Persyaratan/ Kelengkapan Output Waktu | Ket
2 i 5 g - 2 3. § 9
-a- a8 x g o e
7 L | O -
18 |SK panunjukan sabagal \Wajib Pajak dan atau 5 Pengukuhan Objex Payark o para’ clen AR, Barxas sesuai ketentuan SK o paral 5 ment |
Sekretartis Badan jka disetujul. jika tidak dkembalixan kepada Operator apliasi —
SIMAPATDA untuk ai revis
16 [Kepsia Badan menancatargani SK penun,ukan sebaga We b Pajak dan atau SK TIOAR Berkas sesual kelentuan SK di tandatangan| 5 meni!
Pangukuhan Objek Pajak sedagal bentuk persetujuan, jika tidek dixembalikan kepaca <f—— ——
Operator aphkas: SIMAPATDA untuk di revisi
17 |Jika SK penunjukan sebagai Wa)ib Pajak dan atau SK Pengukuhan Objek Pagk telan di ke’ Tanda terima berkas SK penunjukan sebagal Wajib saketika
tandatangani oleh Kepala Badan, Petugas lapangan menyerahkan SK besarie Kartu r—F‘ Pajak dan atau S Pengukuhan
NPWPD kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima o o Objek Pajak beserta Kartu
NBWPD

LAMPIRAN PERSYARATAN/KELENGKAPAN PERMOHONAN

Persyaratan untuk Wajib Pajak orang pribaai:

- Fotokop KTP/Kanu lzn Tinggal Tertatas/Kartu 1zin Tingga! Tetap/Passport dan NPWP

= Nomor induk Serusaha (NIB)

- Suret Kuasa termeterai jka cikunsakan besena fotokopi Kartu Tanda Pendutuk penerima
kuasa

- Pheto lokasi usaha

Persyaratan untuk Wajit Pajak Badan

Fotokepi KTP/Kartu izin Tinggal Terbatas/Kanu lzin Tinggal

” Tetap/Passport
- Nomor Induk Berusaha (NIS)

- Surat Kuasa bermeterai i=a dikuasakan beserla folokopi Karu

Tanda Penduduk penanma kuasa
- Fotckopi Akla Pendinan ¢an perubahannya
- Fotokepi NPWP perusahaan
- Photo lokas: usaha

KEBIJAKAN KEPALA BAPENDA KOTA BATAM

*&lur Wakiu Proses Pendaftaran Objek Pajac®

- Hari Partama, dokumen permchonan diserabkan kepada penerima berkas Sub Koordinator Urusan
|Pendataan dan Pendaftaraan Pajak Daerah i dan diperiksa kelenghanin

= Hirl Kedua, proses penginzutan dan pencetakan sk dan sartu NPWPD

- Mari Ketiga, proses parafl dan penandatanganan 5K

- Hari Keempat, penginfoan dan pendistriousian SK dan Kartu kepada Wajib Pajak

Diterbitkan di . Balam

Pacda tanggal Mei 2024
Kepala Badan Pendapatan Daeran

Pembina Utama Muda
NIP 16701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

BATAM

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOF)
PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

NOMOR Z00¢  1000.8.3.3V12024

TAHUN 2024



- B No. SOP 083 3V/2024
Tanggal Pembuatan _|: 20 Februan 2020
Tanggal Revisi : 21 Mex 2024 - =
;.1'_'!9@ Pengesahan |: 27 Me 2024 - |
Disahkan oleh . - . ~ R
- m:&rﬁﬁnmmmnmnmr_—
TA BATAM
o RAJA AZMANSYAH
PEMERINTAH KOTA BATAM Pembina Utama Muda
BADAN PENDAPATAN DAERAH NIP. 19701120 200003 1009
Nama SOP PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
Dasar Hukum : | Kualifikasi Pelaksanan ;
1 |Undang-Uncang Nomaor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 1 Minimal SLTA/Diploma/Strata
Keuangan Antara Pemerintah Pusa: dan Pemerintahan Daerah
2 |Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang 2 Memilis kemampuan mengoperasikan komputer
Kewentuan Umum Pajak Daerah dan Retribus Dagrah
3 |Peraturan Dacreh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajax Daerah |3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
4 |Peraturan Waltkota Batam Nomer 10 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tentenlu Kota Batam
Kotarkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1_[Monitoing Pembayaran Pajas Daerah |1, Aglikasi Catatan Transaksi dan Pelaporan ]
__2__]SOP Pem — |2 Laporan Waiib Pa:ak
1 [Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungs: 3. Komputer
Peringatan : _ 4 Printor
Jika rangkaian SOP tidak dialankan dapat mengakibatkan |2 Jarngan Intemet
Potential Lost dan tidak ‘ercapainya Tamel Pendanatan Davrah




- No. 900? /000.8.3.3/v/2024 Tanggal Efektif: 27 Mei 2024 Halaman: 1/1
4 .5 BADAN PENDAPATAN DAERAH
{g‘é’g‘ﬁ KOTA BATAM 50P PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
Mutu Baku
N Uraian Prosedur Wailb Petugas | Petugas Ket
& it Pajak 8 .’ Kelengkapan Waktu Output el
Bank Pajak
1. |Wajib Pajak mencatat dan merekap semua nilai transaksi 1 Bukti transaksi 1 hari kerja Catatan Pembukuan
penjualan/penerimaan pada catatan pembukuan nen:an' Penerimaan/Penjualan selama 1

tertib, jujur dan benar per masa pajak

2 Rekap penerimaan/
penjualan

bulan masa pajak

2 [Wajib Pajak menghitung secara mandiri jumlaﬁ Pajak B 1 Rekap penerimaan/ 30 Menit Catatan Jumlah Pajak Terutang
Terutang yang harus dibayarkan/disetorkan kepada Kas 2 Rekap Jumlah Pajak yang harus dibayarkan/disetorkan
Daerah | Terutang ke Kas Daereh

3 |Wajib Pajak membuat ID Biling Pajak sesuai dengan 1 Rekap penerimaan/ 5 Menit 1D Biling Pajak sesuai dengan nila
jumlah Pajak Terutang yang telah dihitung secara E:’ 2 Rekap jumlah Pajak Pajak Terutang
mandin dengan jujur dan benar 3 NPWPD/NOP

4 |Wajib Pajak menyetorkan pajak secara langsung pada 1 1D Biling Pembayaran/Penyerotan Pajak
Bank yang dikerjasamakan dengan Bapenda atau melalui il _.| l 2 Rekap Jumlah Pajak 5 Menit Terutang telah masuk ke Kas
Qris/Pembayaran digital lainnya 3 NPWPD/NOP Daerah

5 |Petugas Bank menerima dan memproses pembayaran ke Bukti Penyetoran Pajak Bukti Pembayaran Pajak
Kas Daerah serta menyerahkan bukti pembayaran . &) 5 Menit
kepad a Wajib Pajak E'—[:l-

6 |Wajib Pajak melaporkan pembayaran pajak tersebut dan 1 Bukti Pembayaran Pajak Tanda terima penyampaian SPTPD
dokumen pendukung lainnya serta mengisi SPTPD dan 2 Rekap Penerimaan/ i atas Pelaporan Pajak Daerah

enit

menyampaikan kepada Petugas Pelayanan Pajak
Bapenda

3 Rekap Jumlah Pajak
4 NPWPD/NOP

KEPA{A BADAN PENDAPATAN DAERAH

RAJA AZMANMSYAH
Pembina Utama Muda
NIP, 13701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Isa Nomor 17 Lantai 2 Kantor Bersama Pemerintah Kota Batam
Telepon. (0778) 470670, 470671, 470672 Faksimile. (0778) 470673
Email : bapenda@batam.go.id, Website : bapenda.batam.go.id

BATAM

KodePos: 29464

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor 510 /000.8.3.3/V/2024

Disetujui oleh Diketahui oleh
Pengguna SOP Pengelola SOP

Dibuat oleh Direviu oleh

Sub Bagian Umum

Sub Koordinator dan Kepegawaian

Urusan Pendataan dan Bidang Kabid Pajak Daerah Kepala Bapenda
dan Pendaftaraan Perencandan 1l Kota Batam
Pendapatan,

Pajak Daerah Il Evaluasi dan Sistem

Informasi




No. SOP

- €010 /000.8.3.3/V/2024

Tanggal Pembuatan

: 20 Februari 2020

Tanggal Revisi

: 21 Mei 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Pemerintah Kota Batam
Badan Pendapatan Daerah

- 27 Mei 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam,

NIP.19701120 2

Nama SOP 2

PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan 1. Usia Minimal 18 Tahun
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 2
Daerah Usia Maksimal 46 Tahun
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang | 3. Pendidikan Minimal SLTA/Diploma/Strata
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi.Daerah 4. Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 | 5. Memiliki pengetahuan dibidang Perpajakan
tentang Pajak Daerah dan Retribusi. 6. Sehat Jasmani dan Rohani
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penilaian, Penetapan Validasi dan Keberatan Pajak Peralatan :
Daerah Il 1. Komputer + Jaringan Internet

2. SOP Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I

Printer

3. Scanner

4. Pulpen dan Pensil

5. Kertas HVS A4 & F4

6. Aplikasi SIMAPATDA
Perlengkapan :

1. SPT (Surat Perintah Tugas)

2. Berita Acara Peninjauan Lapangan

3. SK Kepala Bapenda

4. Kartu NPWPD

Peringatan : |Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Potensi
Penerimaan Pajak Daerah tidak Optimal dan mempengaruhi
tingkat kepuasan Wajib Pajak

Pendataan dan Pendaftaraan Pajak Daerah Il

Target dan Realisasi Laporan Kinerja Sub Koordinator Urusan




| BADAN PENDAPATAN DAERAH

SOP Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Perwako Nomor 63 Tahun 2021)

PELAKSANA MUTU BAKU
Sub Koordinator Urusan
Bank Kasda atau Yang Pendataan dan Persyaratan/
No Uraian Prosedur Whajlb Pajak ditunjuk Pendaftaraan Pajak Daerah Kelengkapan Qutplt Waktu Kat
]
1 |Wajib Pajak (WP) menghitung pajak terutang berdasarkan Izin - Hasil perhitungan pajak Setiap hari
Pematangan Lahan yang dikeluarkan oleh Instansi tertentu ( ; terutang. kerja
2 |WP mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOD) SPOD SPOD diisi dengan benar, 5 menit
dan menyerahkan kepada Petugas I::] lengkap, dan jelas
3 |Petugas menerima berkas dokumen pendaftaran kemudian berkas yang belum  |Berkas Pendafiaran 5 menit
memeriksa kelengkapan persyaratan lengkap di
N l kembalikan kepada
waijib pajak untuk
dilengkapi
4 |membuat E Billing untuk melakukan pembayaran ! SSPD Elekironik SSPD Elektronik diisi 5 menit
=] dengan benar, lengkap,
dan jelas
5 |WP membayar ke Bank Kasda atau tempat lain yang ditunjuk ! Nomor E Billing bukti bayar (STTS)
—
o]
6 |WP menerima bukti bayar (STTS) dari Bank Kasda atau tempat I - bukti bayar (STTS) 5 menit
lain yang ditunjuk I:: bzl
7 |WP menyerahkan bukti bayar (STTS) kepada Petugas Bapenda | bukti bayar (STTS)  |Terperiksanya kebenaran, 5 menit
kelengkapan, dan
(: kejelasan bukti bayar
(STTS)

PIRAN PE RATAN/KELEN AN PE| N
Persyaratan untuk Wajib Pajak orang pribadi:

Fotokopl KTP/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap/Passport

Persyaratan untuk Wajib Pajak Badan
Fatokopi KTP/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu |zin Tinggal

KEBIJAKAN KEPALA BAPENDA KOTA BATAM
*Alur Waktu Proses Pendaftaran Objek Pajak*
- Hari Pertama, dokumen permohonan diserahkan kepada penerima berkas Sub Koordinator

" Telap/Passport

- Nomer Induk Berusaha (NIB)

- Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beseria fotckopi
Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa

- Fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya

- Fotokopi NPWP perusahaan

- Photo lokasi usaha

" dan NPWP

- Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda
Penduduk penerima kuasa

- Photo lokasi usaha

Urusan Pendataan dan Pendaftaraan Pajak Daerah Il dan diperiksa kelengkapan
- Hari Kedua, proses penginputan dan pencetakan sk dan kartu NPWPD

- Hari Ketiga, proses paraf dan penandatanganan 5K

- Harl Keempat, penginfoan dan pendistribusian SK dan Kartu kepada Wajib Pajak.

Diterbitkan di : Batam
Pada tanggal : Mei 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
atam,
-3
Raja Azman:

Pembina Utama Muda
NIP.19701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
1153 No. 17 - KAN NAS BERSAMA PEN M TELP (0778) 470670, 470

KANTOR DINAS E PEMKO BATAM TELP (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470573

BATAM

STANOARD OPERATING PROCEDURE (SOFP)

PROSEDUR PELAPORAN WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT
(JASA PERHOTELAN, MAKANAN DAN/ATAL MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PARKIR)
NOMOR So (| 1000.8.3.3/v/2024

TAHUN 2024



No. SOP SO Wooos 3 aviezs
Tanggal Pembuatan  |: 20 Fetruan 2020 - |
[Tanggal Rovisl ___|: 21 Wei 2024 e
| Tanggal Peagesahan _|: 27 Mel 2024 =
[Disankan oieh |- , | =
KEP. ANPENDAPATAN DAERAH
" RAJA AZMANSYAH
PEMERINTAH KOTA BATAM Pembina Utama Muda
BADAN PENDAPATAN DAERAH NIP. 19701120 200003 1009
PROSEDUR PELAPORAN WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT
Nama SOP (JASA PERHOTELAN, MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN,
JASA PARKIR)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
I -
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan A QT .
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah Miimal SLTADIposaiSY
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang 5. k] Ko mentstaic Kok
Ketantuan Umum Faak Daeran dan Retnous: Daeran = R O e PR
3
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daersh |3 Memulki Pengetahuan dibidang perpajakan
" |Persturan Walikota Batam Nomer 10 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggarazn pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
Keterkaitan : Poralatan/Perlengkapan :
1 _|Monitoring Pembayaran Pajak Dasrah |1 Aplikasi Catatan Transaksi dan Pelaporan - ]
: = 20 N 2. Laporan Waiih Paiak
3  |Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 3 Komputer
\Peringatan : 4 Printer
Jika rangkaian SOP tidak dijalansan dapat mengakinatian |0 Yanngan Intemet
j‘f‘.rja“.x dan tidak ter":a::z mya Tangel Pend:




;IE . BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA

No. SO /wog'g‘;lu/za 24 OJTanggat efektif:

27 Mei 2024

Halaman: 1 /

1

= BATAM PROSEDUR PELAPORAN WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT (JASA PERHOTELAN, MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, JASA KESENIAN DAN
N HIBURAN, JASA PARKIR)
Pelaksana Mutu Baku
Waijib Sub Bidang Penilaian, Kate:
No. Uraian Prosedur . Penetapan, Validasi dan
Pajak Pelayanan ) Kelengkapan Waktu Output rangan
Keberatan Pajak
Daerah Il
1. |Wajib Pajak (WP) mengisi dan menyerahkan - SPTPD 5Menit  [SPTPD Pajak Terutang dari
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SSPD Waijib Pajak
@_ - Rekapan Pembukuan Pajak
2 |Menerima dan memeriksa Kelengkapan Berkas SPTPD Pajak Terutang dari 5menit  |Hasil Perhitungan Pajak
SPTPD, jika tidak lengkap di kembalikan kepada Waijib Pajak Terutang
wp
3 |Melakukan penginputan di anlikasi dan Hasil Perhitungan Pajak Smenit [SPTPD dan Tanda Terima
membuat tanda terima penyampaian Pelaporan Eﬁ Terurang
SPTPD
4 |Petugas Pelayanan menyerahkan SPTPD Lembar SP1PD dan Tanda Terima 5Menit  [Form SPTPD Lembar 1 (Putih)
1 (Putih) dan Tanda Terima Penyampaian Ke Wajib Pajak, Lembar 2
Pelaporan SPTPD ke Wajib Pajak. >{ ] (Kuning) dan Dokumen lainnya
Selanjutnya Dokumen Pelaporan SPTPD Ke Sub Bidang Penilaian,
diteruskan ke Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Penetapan, Validasi dan
Validasi dan Keberatan untuk dilakukan Keberatan
Penelitian,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
BATAM

‘\\
RAIA AZ

RA AH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

BATAM

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOF)

PROSEDUR PELAPORAN ONLINE WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT

(JASA PERHOTELAN. MAKANAN DAN/ATAL MINLIMAN. JASA KESENIAN DAN HIBLRAN. JASA PARKIR)
NOMOR &0 V- /000.8.3.3/v/2024

TAHUN 2024



T

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP : D\ 2000.8.3.3/V/2024
Tanggal Pembuatan _ |: 20 Februari 2020
Tanggal Revisi : 21 Mei 2024
Tanggal Pengesahan |: 27 Mei 2024
Disahkan oleh f
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1009
PROSEDUR PELAPORAN WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT
Nama SOP (JASA PERHOTELAN, MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN,

JASA PARKIR) ONLINE

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1 |Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 1. Minimal SLTA/Diploma/Strata
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2 |Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3 |Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah |3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
4 |Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 __[Monitoring Pembayaran Pajak Daerah 1. Aplikasi Catatan Transaksi dan Pelaporan
2 |SOP Pembavaran 2. Laporan Waiib Paijak
3 |Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 3. Komputer
|Peringatan : 4. Printer
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan ~ |°- Jaringan Intemet
Potential-Lost dan tidak tercapainya Target Pendapatan Daerah




No. Sb (1~ /000.8.3.3/v/2024 Tanggal efektif: 27 Mei 2024 | Halaman: 1 [/ 1
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KON BATARE PROSEDUR PELAPORAN WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT (JASA PERHOTELAN, MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, JASA KESENIAN DAN
HIBURAN, JASA PARKIR) ONLINE
] Pelaksana Mutu Baku
i j‘ Sub Bidang
No. Urian Prokadur Wifiib ‘ Petugas Sub Bidang Penilaian, ‘ Penilaian, Kete-
Pajak Penetapan, Validasi dan | Penetapan, Validasi Kelengkapan Waktu Output rangan
1 Keberatan Pajak Daerahll | dan Keberatan
1 ! Pajak Daerah Il
1. |Wajib Pajak (WP) melakukan Pengajuan ‘ [ - NOP 5 Menit |Dokumen Pengajuan User
Pembuatan User melalui ( ) [ '- NPWP Perusahaan
www.esptpd.batam.go.id | ; - Email aktif
'~NO HP
2 |Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan E \ Dokumen Pengajuan User 2'menit |- SPTPD
Keberatan Menerima dan Memverifikasi atas > -SSPD
pengajuan user dari Wajib Pajak. - Rekapan Pembukuan Pajak
Jika Dokumen tidak valid akan ditolak - Notifikasi ke Email Wajib Pajak
3 |Wajib Pajak menerima Notifikasi melalui Email . User id 2'menit |Userid
l_____l‘ [
4 |Wajib Pajak Melakukan Penginputan Pelaporan I -SPTPD 5Menit [Dokumen Pelaporan
melalui Aplikasi berbasis Web - SSPD
E:I - Rekapan Pembukuan Pajak
! Natifibaci ko Email \Alaiik
5 |Petugas Administrasi Sub Bidang Penilaian, | Dokumen Pelaporan 5 Menit |Dokumen Hasil Validasi
Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak | Pelaporan
Daerah Il melakukan Penelitian kesesuaian
antara Data Wajib Pajak dengan Pelaporan dan = I [
pembayaran pajak.
Jika Dokumen tidak lengkap maka Pelaporan
ditolak untuk dilengkapi kembali
6 |Wajib Pajak menerima bukti hasil Validasi | Dokumen Hasil Validasi 5 Menit |Bukti hasil Validasi Pelaporan
Pelaporan Pajak Daerah melalui Email Wajib : Pelaporan
|
[

RAJA AZMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
JL. Reja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (OT78) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

BATAM

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOF)

PROSEDUR PENELITIAN DAN VALIDASI PELAPORAN PAJAK SELF ASSESMENT

( JASA PERHOTELAN. MAKANAN DAN/ATAL MINLIMAN. JASA KESENIAN DAN HIBLIRAN. JASA PARKIR )
NOMOR ST \2,  /000.8.3.3/Vi2024

TAHUN 2024



No. SOP : GOLH000.8.3.3/V/2024

Tanggal Pembuatan__ |: 20 Februari 2020
Tanggal Revisi : 21 Mei 2024
Tanggal Pengesahan |: 27 Mei 2024

Disahkan oleh
KEPALA BADAN PENDAFATAN DAERAH
BATAM
RAJA AZMANSYAH
PEMERINTAH KOTA BATAM Pembina Utama Muda
BADAN PENDAPATAN DAERAH NIP. 19701120 200003 1009
PROSEDUR PENELITIAN DAN VALIDASI PELAPORAN PAJAK SELF ASSESMENT
Nama SOP ( JASA PERHOTELAN, MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN,
JASA PARKIR )
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan o :
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 1. Minimal SLTADIgomA/S et
2 :
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang s ;
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Momak Ksaion Bmopenian kanper
3
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah |3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
¢ Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 |Monitoring Pembayaran Pajak Daerah 1. Aplikasi Catatan Transaksi dan Pelaporan
2 _|SopP 2. Laporan Waiib Pajak
3 |Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 3. Komputer
Perin 4. Printer

atan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan
Polenlial-Losl dan lidak tercapainya Targel Pendapatan
Daerah

5. Jaringan Internet




BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

No.SOP £2\% /000.8.3.3/V/2024

PROSEDUR PENELITIAN DAN VALIDASI P

Tanggal Efektif:

27 Mei 2024

Halaman:

1%

'ELAPORAN PAJAK SELF ASSESMENT (JASA PERHOTELAN, M

JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PARKIR)

AKANAN DAN/ATAU MINUMAN,

Pelaksana Mutu Baku
Ki -
No. Uriliin Prosediir Sub Bidang Pe:nllalan, Sub Bldan-g Penagihan ete
Pelayanan MPP Penetapan, Validasi dan dan Pemeriksaan Pajak Kelengkapan Waktu Output rangan
Keberatan Pajak Daerah Il Daerah Il
1 |Petugas Pelayanan Pelaporan SPTPD menyampaikan berkas - Rekapan Pembukuan Pajak 5 Menit |52ta Waiib Pajak, Rekapan

pelaporan Pajak Daerah ke Sub Bidang Penilaian, Penetapan,
Validasi dan Keberatan Pajak Daerah Il

)

-SPTPD
- Tanda Terima Setoran
- Tanda Terima SPTPD

Pembukuan Pajak, SPTPD Tanda
Terima Setoran

2 |Petugas Administrasi Sub Bidang Penilaian, Penetapan, 5 Menit |- Berkas Yang Sudah di Teliti
Validasi dan Pelaporan menerima berkas Pelaporan untuk Data Wajib Pajak, Rekapan - Rekaman Penelitian Pajak
selanjutnya dilakukan Penelitian kesesuaian antara Data Wajib >|___ Pembukuan Pajak, SPTPD, Daerah
Pajak dengan Pelaporan dan pembayaran pajak Tanda Terima Setoran. - Form Penelitian SPTPD

- Berkas Yang Sudah diteliti 5 Menit |[Rekapan Hasil Penelitian dan
Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan \Ya - Rekaman Penelitian Pajak validasi, Pengarsipan

3 Pajak Daerah Il memvalidasi hasil penelitian, Bila ditemukan Daerah Dokumen.
kejanggalan maka dilakukan pemeriksaan. Jika sesuai Tidak - Form Penelitian SPTPD
dilakukan Pengarsipan Dokumen.

4 |Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Il Rekapan Hasil Penelitian dan 5 Menit |Daftar Pembinaan dan

menerima rekapan hasil validasi dan penelitian yang akan di
lakukan Pemeriksaan.

validasi

Pemeriksaan Pajak Daerah

NB.Pelayanan 1 hari Kerja

RAJA AZMA AH
Pembina Utama Muda

NIP. 19701120 200003 1 009

EPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

BATAM

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOF)
PROSEDUR KEBERATAN WAJIE PAJAK SELF ASSESHMENT
(JASA PERHOTELAN, MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBLIRAN, JASA PARKIR)

NOMOR  SP(4  1000.8.3.3/V/2024

TAHUN 2024



No. SOP :CO14H000.8.3.3V/2024
Tanggal Pembuatan _|: 20 Februari 2020
| Tanggal Revisi : 21 Mel 2024
Tanggal Pengesahan |: 27 Mei 2024
Disahkan oleh A
BATAM
nEgan :
Do RAJA AZMANSYAH
PEMERINTAH KOTA BATAM Pembina Utama Muda
BADAN PENDAPATAN DAERAH NIP. 19701120 200003 1009
PROSEDUR KEBERATAN WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT
Nama SOP (JASA PERHOTELAN, MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN,
JASA PARKIR)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1 |Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 1. Minimal SLTA/Diploma/Strata
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2 |Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3 |Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah |3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
4 |Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1__|Monitoring Pembayaran Pajak Daerah 1. Aplikasi Calatan Transaksi dan Pelaporan
2 __|SOP Pembayaran 2. Laporan Waiib Pajak
3 [Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 3. Komputer
Peri : 4. Printer

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapal mengakibatkan
Patential-Lost dan tidak tercapainya Target Pendapatan Daerah

5. Jaringan Internet




BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

No. S 14 /000.8.3.3/V/2024

ITanggaI Efektif:

27 Mei 2024

Halaman: 174

SOP PROSEDUR KEBERATAN WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT (JASA PERHOTELAN, MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA

PARKIR)
Pelaksana Mutu Baku
Sub. n
No. Uraian Prosedur Wl Kepala | Sekretaris hatiic:: | Gub Bidang P::g:::’aasai Ket
Pajak Pajak | Penilaian dan Kelengkapan Waktu Output
Bapenda | Bapenda dan
Daerah ll| Penetapan S
Pemeriksaan
1. |Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan secara 1 Surat Keberatan 5 Menit  |Berkas telah dipahami dan
tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota D——)’___\ 2 SKPD didisposisikan ke Sekretaris
atau Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk ditindaklajuti dan
atas SKPD PBJT/STPD PBIT: dibuatkan tanda terima
2 |Menerima Surat Keberatan Wajib Pajak dan 1 Surat Keberatan 5 Menit  |Berkas telah diverifikasi,
meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak 2 untuk D 2 SKPD . e diregister tanda terima dan
ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku 3 Lembar Disoosisi didisposisikan kepada Kepala
3 [Menerima berkas dan mendisposisi Surat Keberatan 1 Surat Keberatan 5 Menit Berkas telah dipelajari,
WP tersebut ke Sub. Bidang Penilaian dan 2 SKPD ] - diverifikasi dan
Penetapan dan Sub.Bidang Pengawasan dan _}I—_—I 3 Lembar Disposisi mendisposisikan ke Sub.
Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan Bidang Penilaian dan
yang berlaku Penetapan untuk
4 |Menerima dan memverifikasi berkas Surat 1 Surat Keberatan 15 Menit  (Berkas yang telah di verifikasi
Keberatan WP dan mengkoordinasikan dengan o 25KPD dan memenuhi syarat atas
Kasubid. Pengawasan dan Pemeriksaan untuk L 3 Lembar Disposisi keberatan WP
melakukan penelitian lapangan/kantor
5 |Menerima berkas dan membuat draf Surat Perintah 1 Surat Keberatan 15 Menit  |Berkas yang telah diverifikasi,
Tugas untuk melakukan penelitian lapangan/kantor ; iKP[; T Surat Perintah Tugas yang telah
: isposi ; ;
atas Keberatan Pajak Daerah ,I__'J 3 D?':} SaurratS:er?nstlah ditandatangani
Tugas
6 |Menandatangani Surat Perintah Tugas untuk 1 Surat Printah Tugas Surat Perintah Tugas
melakukan penelitian lapangan/kantor atas 5Manit  |telah ditandatangani
Keberatan Pajak Daerah
7 |Menerima Surat Perintah Tugas dan melakukan 1 Berkas Keberatan 1 hari kerja |Berita Acara Hasil Penelitian

penelitian lapangan/kantor dan membuat dan
menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian
Lapangan/Kantor dan diserahkan kepada Kasubid.
Penilaian dan Penetapan

2 Surat Perintah Tugas
3 Berita Acara Hasil
Penelitian

4 Dokumentasi ‘
5 Laporan Pembukuan

Lapangan/Kantor yang telah di
tandatangani




Pelaksana Mutu Baku
Sub. Bidan
No. Uraian Prosedur e Kbid:'; (S Ydar Pengawasaﬁ Ket
Pajak Pajak | Penilaian dan ol Kelengkapan Waktu Output
Daerahll| Penetapan P
8 [Menerima, Memverifikasi dan Menandatangani 1 Berkas Keberatan 15 Menit  |Berita:Acara Hasil Penelitian
Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan/Kantor dan - 2 Surat Perintah Tugas Lapangan/Kantor yang telah
membuat draf Nota Dinas dan Surat Keputusan 3 Berita Acara Hasil diverifikasi dan Draf Nota Dinas
menerima/menolak permohonan Wajib Pajak Penelitian tentang hasil penelitian
4 Dokumentasi lapangan/kantor
5 Laporan Pembukuan
9 |Memverifikasi, Menyetujui dan Menandatangani 1 Berkas Keberatan 15 Menit  |Berita Acara Hasil Penelitian
Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan/Kantor dan 2 Surat Perintah Tugas Lapangan dan Nota Dinas telah
Menyampaikan draf Nota Dinas dan Surat T 3 Berita Acara Hasil ditanda tangani
Keputusan kepada Sekretaris Bapenda — Penelitian
4 Dokumentasi
5 Laporan Pembukuan
10 |Menerima, memverifikasi dan menyampaikan Nota 1 Berkas Keberatan 5 Menit Berita Acara Hasil Penelitian
Dinas tersebut untuk disampaikan kepada Kepala 2 Surat Perintah Tugas Lapangan dan Nota Dinas telah
Bapenda dalam pengambilan Keputusan atas 3 Berita Acara Hasil diverifikasi
Permohonan Keberatan Pajak Daerah Penelitian
4 Dokumentasi
5 Laporan Pembukuan
6 Nota Dinas
11 [Menerima Nota Dinas, memverifikasi dan Draf SK menyetujui/ 30 Menit  [SK menyetujui/menolak atas
memberikan keputusan menyetujui atau menolak menolak Permohonan Permohonan Keberatan Pajak
Permohonan Keberatan Wajib Pajak untuk 4 Keberatan Pajak Daerah Daerah telah ditandatangani
selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan oleh Kepala dengan menyampaikan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam SKPDKB ,SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB dan/atau STPD apabila
12 [Menyampaikan kepada Wajib Pajak SK Keberatan SK menyetujui/ menolak| 30 Menit |Tanda Terima SK

Pajak Daerah/SK Penolakan Permohonan Keberatan

Permohonan Keberatan
Pajak Daerah

menyetujui/menolak
Permohonan Keberatan Pajak
Daerah

[ KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

RAJA AZMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701120

200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX, (0778) 470673

BATAM

STANDARD OFERATING PROCEDURE (SOF)

PROSEDUR PENDAFTARAN. PENILAIAN DAN PENETAPAN TAYANG REKLAME

NOMOR Go\§ 1000.8.3.3/V/2024

TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP - 124 57000.8.3.3V/2024

Tanggal Pembuatan _ |: 20 Februari 2020

Tanggal Revisi : 21 Mei 2024
Tanggal Pengesahan |: 27 Mei 2024
Disahkan oleh
K
BATAM
RAJA AZMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1009

Nama SOP PROSEDUR PENDAFTARAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN TAYANG REKLAME

Dasar Hukum :
1 |Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

2 |Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3 |Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

4 |Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam

1. Minimal SLTA/Diploma/Strata

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 |Monitoring Pembayaran Pajak Daerah 1. Aplikasi Catatan Transaksi dan Pelaporan
2 2. Laporan Waiib Pajak

I
3 |Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi

3. Komputer

4. Printer

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan
Potential-Lost dan tidak tercapainya Target Pendapatan Daerah

5. Jaringan Intemet




BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

No. fb[ ¢ /000.8.3.3/v/2024

Tanggal efektif: IH Mei 2024

Halaman: 1 /1

SOP PAJAK REKLAME - PROSEDUR PENDAFTARAN PENILAIAN DAN PENETAPAN TAYANG REKLAME

Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
No. Uraian Prosedur Wajib Pajak Sub Koordinator Penilaian, ki Keterangan
Pelayanan Bidang Pendataan Penetapan, :““:J: Kelengkapan Waktu Output
dan Pendaftaran Validasi dan
Keberatan
1. |Wajib Pajak Mengajukan Permohonan ke pelayanan Dokumen 1 Menit |Dokumen
pajak reklame
2. |Wajib Pajak Mengisi formulir Pendaftaran serta l:'_l Formulir Pendaftaran 2 Menit |Lampiran Dokumen Pendukung:
melampirkan dokumen pendukung —— - SPOPD
- KTP
- NPWP
- Gambar Denah Lokasi
- Foto Tayang Reklame
- NIB/SIUP/IUTM/IUPP
- Menunjukkan NOP PBB Lokasi Tayang
Reklame
- Bukti Lunas Retribusi PBG
3 |Petugas Pelayanan Menerima dan memeriksa Dokumen 3 Menit |Dokumen
kelengkapan Dokumen
Jika Tidak lengkap , dokumen permuhonan dik
kepada wajib pajak
4 |Sub Koordinator Bidang Pendataan dan Pendaftaran Dokumen 5 Menit |Dokumen
{memeriksa permohonan Dokumen sesual dengan +|
ketentuan
5 |Petugas Pelayanan Menerbitkan NPWPD, NOP dan NHPD Dokumen 3 Menit |Dokumen NHPD dan Kode Billing
serta Kode Billing
|
6 |Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Bank dan ,j Dokumen NHPD dan Kode 10 Menit |Surat Tanda Terima Setoran
menyerahkan bukti bayar ke petugas pelayanan Billing (STTS)/Bukti Bayar
7 [Petugas pelayanan membuat SKPD | Surat Tanda Terima Setoran | 3 Menit |Draf SKPD
J. (STTS)/Bukti Bayar
8 |[Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan ! Draf SKPD 1 Menit |Draf SKPD
menetapkan SKPD
9 |Kepala Bidang mengesahkan SKPD Draf SKPD 1Menit |Dokumen SKPD
10 |Menyerahkan SKPD kepada wajib pajak C: : :) ] Dokumen SKPD 1 Menit |Dokumen SKPD
30 Menit

KEPALA BADBN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

RAJA AZMANS .50, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

BATAM

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOF)

PROSEDUR PERPANJANGAN. PENGAWASAN DAN PEMBONGKARAN TAYANG REKLAME

NOMOR @il 1000.8.3.3/V/2024

TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP : $5(/000.8.3.3V12024
|Tanggal Pembuatan _ |: 20 Februari 2020
Tanggal Revisi : 21 Mei 2024
Tanggal Pengesahan |- 27 Mei 2024
Disahkan oleh

EEOTA BATAM

RAJA YAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701120 200003 1009

Nama SOP PROSEDUR PERPANJANGAN, PENGAWASAN DAN PEMBONGKARAN TAYANG REKLAME

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1 |Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah

2 |Peraluran Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3 |Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

4 |Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang

Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam

1. Minimal SLTA/Diploma/Strata

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1__|Monitoring Pembayaran Pajak Daerah 1. Aplikasi Catatan Transaksi dan Pelaporan
2 _|SOP Pembavaran 2. Laporan Waiib Pajak
3 |Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 3. Komputer

Perins 4. Printer

Jika fangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan
Potential-Lost dan tidak tercapainya Target Pendapatan
Daerah

5. Jaringan Intemnet




Pendaftaran untuk dilakukan penutupan Objek Pajak secara

"
No. &&( ¥  J000.833/V/2024 1 [Tanggal efcki: 27 Mei2024 | Halaman: /
E A AT AR A AT SOP PAJAK REKLAME - PROSEDUR PERPANJANGAN, PENGAWASAN DAN PEMBONGKARAN TAYANG REKLAME
Pelaksana Mutu Baku
5::“::::‘ Sub Bidang Sub Koordinator
No. Uralan Frosedur Waijib Pajak Patugas Valldss! Pena"glh:n dan Pendataan dan | Kabid Pajak |  Kepala R Wienionh, TR ik Keterangan
Per 1 Pajak Pajak | Daerah il Badan
e Kubaracan Daerah Il Daerah Il
Pajak Daerah Il
1. |Petugas Membuat Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Masa Tayang C ) Surat Pemberitahuan 1 Hari Surat Pemberitahuan
Reklame
N Surat Pemb jan Jatuh Tempo Masa Tayang Surat Pemberitahuan/ 1Harl Surat Pemberitahuan/ Peringatan
Reklame kepada Wajib Pajak Peringatan
- Wajib Pajak yang akan melakukan perpanjangan agar
yamp ke Petugas dengan SKPD
Tahun sebelumnya I
- Wajib Pajak belum melakukan pembayaran 7 (tujuh) hari Kerja
sebelum jatuh tempo maka akan diterbitkan surat peringatan
- Jika Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran 7 (tujuh) hari kerja
setelah fatuh tempo maka akan dilakukan pembongkaran
3 |Petugas membuat Rekap data Wajib Pajak Reklame yang belum dan Data Wajib Pajak 1 Hari Laporan
sudah melakukan perpanjangan Tayang Reklame »f |
4 |Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasl dan Keberatan melakukan Data Wajib Pajak 10 Menit Laporan
verifikas) data Wajib Pajzk dan meneruskan ke Sub Bidang Penagihan — | ]
dan I
S |Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan melakukan Verifikasi dan Data Wajib Pajak 10 Menit Laporan
menyerahkan data Wajib Pajak kepada TimvPenertiban Tayang
Reklame (TPTR) untuk melakukan peninjauan lapangan
6 |TPTR peninjauan lap dan hasil kepada r——-] Laporan 1 Harl Berita Acara Hasil Peninjauan
idang | n
7 |Berdasarkan laporan hasll peninjauan lapangan oleh TPTR Kepala I Laporan 15 Menit Nota Dinas
Bidan laporkan kepada kepal 1 I
g melaporkan kepada kepala Badan untuk dilakukan f [
8 |Kepala Badan TPTR untuk melakuk bongk d Nota Dinas 3 Menit Surat Perintah Tugas
Pembongkaran
9 |TPTR melakukan pembongkaran tayang reklame dan melaporkan Berita Acara 1 Hari Laporan penonaktifan Objek Pajak
hasil p k kepada Sub Koordi Pend dan Pembongkaran

PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH. 5.50s, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

BATAM

PROSEDUR BAKLI PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PENCATATAN TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH PBUT SECARA
ELEKTRONIK ATAS PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR

NOMOR: DL} mBapenda.SOP.04NI2024

L

TAHUN 2024




DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP

PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PENCATATAN TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH PBJT SECARA ELEKTRONIK ATAS PAJAK

TANGGALBERLAKU ]

REVISIKE- I 'URAIAN MATER] REVIS
1 P SOTK dari BPPRD Ke




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No.SOP

da.! L
4 Tanggal F - ' Wel 2024
fandi i = Wl 2020
Tangea Rovs -

Disahkan oleh

KEP. PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAR
PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AH
NIP. 19701120 200003 1009
NGAN ALAT PERCATATAN

PERASA Wiz B

Minia SO0 : ELEKTRONIK ATAS PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR

-

.| Dasar Hukum Pelayanan/Kegiatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Repubiik indonesia Nomor 207/PMK 07/2018 Tentanqg Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentanq Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5 Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam

Peraturan Walikota (PERWALJ) Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam No.77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Dasrah, Selretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Badan Daerah dan Kecamatan

Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

2| Pihak-pihak yang teriibat

Sekretariat

k te

1 Kepala Badan
2

3

]

Bidang
Waiib Pk

3. |Tahapan Pelayanan I Kegiatan

No apan Proses Pelay: I Kegiatan Wakiu
Daftar Sasaran Wajib Pajak Yang Akan di Pasang Alat Perekam Transaksi Pajak Daerah dan Berita Acara Setiap hari
2 Catatan Transakksi Pajak daerah 60 Menit
3 Laporan Catatn Transaksi Pajak Deerah Setiap hari
4 Laporan Hasil Turun Lapangan dan lampirannya Berita Acara Hasil Turun Lapangan dan Poto Dokumentasi 60 Menit
5 Daftar Wajib Pajak Yang Tidak Bersedai dipasang Alat Perekaman Transaksi Pajak Daerah 60 Menit
6 Surat Teguran 15 Menit
7 Tanda Terima Surat Teguran 15 Menit
8 Catatan Transakksi Pajak daerah 60 Menit
8 Laporan Catatan Transaksi Pajak Daerah Setiap hari
10 Laporan Respon Wajib Pajak Yang Tidak Bersedai dipasang Alat Perekaman Transaksi Pajak Daerah 60 Menit
1" Daftar Wajib Pajak Yang Tidak Bersedai dipasang Alat Perekaman Transaksi Pajak Daerah 15 Menit
12 Surat Tembusan Rekomendasi Pembekuan Izin Usaha 15 Menit
13 Tanda Terima Surat Tembusan Rekomendasi Pembekuan Izin Usaha 60 Menit
14 Surat Tembusan Rekomendasi Pembekuan fzin Usaha 15 Menit
15 Daftar Wajib Pajak Yang Tidak Bersedai dipasang Alat Perekaman Transaksi Pajak Daerah 15 Menit
16 SPT Pemeriksaan Pajak Daerah Ujikepatuhan Setiap hari
17 Pemeriksaan Pajak Daerah Sesuai SOP Pemeriksaan Pajak Daerah Setiap hari




BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Nomor >€? P] — /Bapenda.SOP.04V/2024 [Tanggal Efekif: | Halaman:

PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PENCATATAN TRANSAKSIWAJIB PAJAK DAERAH PBJT SECARA ELEKTRONIK ATAS PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR

No.

Uraian Prosedur

Pelal futu Baku =

Tim Pertimbangan_|{ Tim Pengawasan | Tim Teknis Waiib Pajak Kelengkapan Waktu e :
Berdasaerkan Surat Perintah Tugas dan daftar Wajib Pajak melakukan survey alat kasir Daftar Wajib Pajak, Surat ar Sasaran Wajib Pajak Yang
wajib pajak dan sosallisasi serta menetapkan jadwal p 1gan ; ol ; Akan di Pasang Alat Perekam
1 F’embemtahuar::I éflggl;o Berita Acara | Setiap hari Transaks| Pajak Dasrah dan Berita
—— Acara
2 Pemasangan alat Furekamnn transaksi pa:Iak daerah jika tidak Tim teknis membuat laporan é. Aplikasi MD““’F’“”Q dgn Pencatatan 60 Menit Catatan Transakksi Pajak daerah
tertulis dilengkapi dengan lampiran-lampirannya Pajak Online
3 Wallb pajak merekam catatan transaksi pajak daerah Tidak Ya Unit Alat Perakgm:n Transaks| pajak Setiap hari Laporan Catatn Transaksi Pajak
- Laporan Hasil Turun Lapangan dan
4 L T’k":NaipemTaTan Tearcasks Pa]:k ?:aerah Mecabust Laporsn Tertulls. Hasil Toru Berita Acara dan Poto Dokumentas| 60 Menit | lampirannya Berita Acara Hasil Turun
Lapangan dan Kendala-kendalanya kepada Tim Pengawasan R Lapangan dan Poto Dokumentasi
Laporan Hasil Turun Lapangan dan Daftar Waib Pajak Yang Tidak
5 Tim Pengawasan melaporkan Kepada Tim Pertimbangan Untuk di Tindaklanjuti lampirannya Berita Acara Hasil Turun 60 Menit Bersedal dipasang Alat Perekaman
oo = ﬁLnDﬂnnﬂn :gm :Egm Dokumentas 1r j
d : 2 o 1 aftar VWalib Pajak Yang Tidak Bersedal
6 Berdasarkan Laporan dari Tim Pengawasan, Tim Pertimbangan Menerbitkan Surat Teguran dipasang Alat Perekaman Transaks] 18 Menit Surat Teguran
Kepada Waljib Pajak s
7 Tirr? Pengawasan Men\{ampaikan Surat Teguran Kepada Wajlb Pajak dan diberikan waktu I_\IL] Surat Teguran 15 Menit Tanda Terima Surat Teguran
paling lama 3 (tiga) hari untuk merespon surat yang dikirim
8 Wajlb Pajak bersedia di pasang alat perekaman transaks! pajak daerah Jika tidak, Tim Teknls é Aplikasi Mnnitgﬂng dan Pencatatan 80 Menit Cataten Transakks! Pajak daerah
Melaporkan Kepada Tim Pengawasan Tentang Respon Wajib Pajak Pajak Online
Tidak ¥, i
9 Wajib pajak merekam catatan transaksi pajak daerah (i"j ' Unkt Alat Perekaman Transaks/ pajak Setiap hari Laparan Catetan Traneais! Pajak
Daerah Daerah
Laporan Respon Wajlb Pajak Yang
. 4 Tanda Terima Surat Teguran dan ;
10 |Laporan Hasil Penyampalan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak Laporan Respon Waiib Pajak 60 Menit Tidak Bersedai dipasang Alat
i Laporan Respon Wajib Pajak Yang aftar Wajib Pajak Yang Tidak
™ Tim Penga.wasan melaporkan Respon Wajib Pajak Kepada Tim Pertimbangan Untuk ai Tidak Bersedal dipasang Alat 15 Mentt Bersedal dip o Alat P :
Tindaklanjuti X ;
] Perekaman Trancaksi Paiak Daerah Transaksi Paiak Daerah
Berdasarkan Laporan darl Tim Pengawasan Tim Pertimbangan Menerbitkan Surat Daftar Status Peralatan Walib Pajak
12 Rekomendasi Pembekuan [zin Usaha Kepada Instansi Terkait di tembuskan kepada wajlb Terpasang Alat Perekaman Transaksi 15 Menit Sum;e:;z:ﬁn[z:!&r:ir;dasl
pajak Pajak Daerah
Tl t Rekor i zi
3 Klm;e:\ss w:::j::e::;r::"km ::mb:“nl SUHB (i GT?asltP:mbekuan m: U:am i' Surat Tembusan Rekomendasi 60 Menit Tanda Terima Surat Tembusan
drk':rirn al AT ARILRIIEI80nS (e, untuk meresporUrat yarg l Pembekuan Izin Usaha Rekomendas| Pembekuan lzin Usaha
Wallb Pajak bersedia di pasang alat perekaman transaksl pajak daerah jika tidak, Tim Teknls é Aplikasl Monitoring dan Pencatatan :
14 ! Meni Catatan Transakksi P; h
Melaporkan Kepada Tim Pengawasan Tentang Respon Wajib Pajak Pajak Online £ i n K daeral
Tidak a T
15 [Wallb pajak merekam catatan transaksi pajok daerah (tj 5 Unk Alst Perekamain Transalc! pajak Setiap hari Laporan Catatan Transajcel Pajak
Daerah Daerah
18 Laporan Hasil Penyampalan Tembusan Surat Rekomendasi Pembekuan izin Usaha Kepada Tanda Terima Surat Teguran dan 60 Menit LBD:;‘dE:kRB?rI;:zaV\éFJlbsz?'lel;‘l;’tanu
Wajib Pajak Laporan Respon Wajib Pajak P il
" . Laporan Respon Wajib Pajak Yang Daftar %anb Pajak $ang fluak
17 Tim Pengaw?san melaporkan Respon Wajib Pajak Kepada Tim Pertimbangan Untuk gi Tidak Bersedal dipasang Alat 15 Menit Bersedal dipasang Alat Perekaman
Tindaklanjuti .
oo P Transaks| Paiak Daerah
Berdasarkan Laporan dari Tim Pengawasan Tim Pertimbangan Menerbitkan Surat Daftar Status Peralatan Wayjib Pajak
18 |Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha Kepada Instansi Terkait di tembuskan kepada wajib Terpasang Alat Perekaman Transaksi 15 Menit Sura; Tembusan Rekonendas|
: : 'embekuan Izin Usaha
ajak Pajak Daerah
Tim Pe i 1zit
19 Kim < :ns:“f.f:" “':::}":m:a e ':"ernbt:fan furat;;!com:n:!asi Pekn:abumn i ustaha ‘:T:' Surat Tembusan Rekomendasi 80 Meni Tanda Terima Surat Tembusan
d;f ” B Waiib Pajak, diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk merespon surat yang I Pembekuan |zin Usaha Nt | Rekomendasi Pembekuan Izin Usaha
irm
20 Wajib Pajak bersedia di pasang alat perekaman transaks! p?}ak d.aerah Jika tidak, Tim Teknis é Aplikasi Monitoring dgn Pencatatan 60 Menit Catatan Transakksi Pajak daerah
Melaporkan Kepada Tim Pengawasan Tentang Respon Wajib Pajak Pajak Online
i Tidak b va Unit Alat Perekaman Transaksi pajak . .| Laporan Catatan Transaksi Pajak
21 Wajlb pajak merekam catatan transaksi pajak daerah — Daaran Setiap hari Daer h
29 Tim Teknls Membuat Laporan Hasil Penyampaian Surat Tembusan Rekomendasi Kepada Tanda Terima Surat Teguran dan 60 Menit Lﬂpg:‘g:kRBfrzoezﬂ?l'bs::hm;ﬁW
Wajib Pajak Laporan Respon Wajib Pajak fl basng

Perekaman Transaksi Pajak Daerah




[No.sOP %ﬂa.&olml
T Pembuatan E 4
T Ravisi T Wel2024
Ti Pen el 2024
Disahkan oleh
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM ¢
RAJA AH
BADAN PENDAPATAN DAERAH T e i
Nama SOP PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PENCATATAN TRANSAKSIWAJIB PAJAK DAERAH PBJT SECARA
ELEKTRONIK ATAS PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 4 Minimal SLTADiplomalStrat
P h Pusat dan Pemeri Daerah
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Memiliki "
Daerah dan Retribusi Dasrah 2 ; o g
P Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 207/PMK 0712018 Memiik sibick "
3 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 3 S F o)
4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
|Daerah
5 Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajak
Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
ran Tenlang
[} Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam No.77 Tahun 2021 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspekiorat Daerah, Sekretariat
Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi
7 dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam
|Ketorkaitan: 7 PeralataniPerlenakapan :
i Honitoring Kepatuhan Wajib Pajak 1 Laporan Wajib Pajak
2 SoP 2 Apiikasi Catatan Pajak Daerah

SOP Penagihan
Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi

3 K

Peringatan :

4 Printer

Tiika SOP tidak dij dapat mengakibatkan Potential-Lost dan

5 Ja Iintemet




Tim Pengawasan melaporkan Respon Wajib Pajak Kepada Tim Pertimbangan Untuk di

Laporan Respon Wajib Pajak Yang
Tidak Bersedai dipasang Alat

Daftar Wajib Pajak Yang Tidak
Bersedai dipasang Alat Perekaman
; | Pajak D

dipasang Alat Perekaman Transaksi

3
: Tindaklanjuti
Berdasarkan Laporan dari Tim Pengawasan Tim Pertimbangan Membuat SPT Pemeriksaan
24
Wajlb Pajak
25  |Pemerlksaan Wajib Pajak Dilakukan sesual SOP Pemeriksaan Pajak Daerah ||

Perekaman Transaksi Paiak Daerah
Daftar Wajib Pajak Yang Tidak Bersedai

SPT Pemeriksaan Pajak Daerah
UjiKepatuhan

Pajak Daerah
SPT Pemeriksaan Pajak Daerah

Pemeriksaan Pajak Daerah Sesuai

Ujikepatuhan

SOP Pemeriksaan Pajak Daerah

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

NIP. 19701120 200003 1 009



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

JL Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX_ (0778) 470673

BATAM

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDOURE (SOF)

PROSEDUR MONITORING PENCATATAN TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKRONIK ATAS
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBLIRAN DAN PAJAK PARKIR

NOMOR : 5D2& [Bapenda.SOP.04/V/2024

Bidiang Pajak Daerah 1 Tdang Pajak Dacrah 2 Repala Bapenda Kola Batan

TAHUN 2024




[ rEvisike | URAIAN MATER REVISI

DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP
PROSEDUR MONITORING PENCATATAN TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKRONIK ATAS PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR

1 Perubaban SOTK dari BPPRD Ke




KEP) PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH e
NiP. 19701120 200003 1009
Nama SOP PROSEDUR MONITORING PENCATATAN TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKRONIK ATAS PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
1 Pemerintzh Pusat dan Pemerintaban Daerah 4 Minimal SLTADiploma/Strata
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umam Pajak 2 Memili | a0
Daerah dan Retribusi Daerah = i 2

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20T/PMIC07/2018 Tentang
Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

4 |Peraturan Daerah Nomor 1 Tabun 2024 tenfang Pajak Daerah dan Refribusi Daesah

5 Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajak
Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
Peraluran ofa Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan

6 Atas Peraturan Wali Kota Batam No.77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah, In: Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Peraturan Walikota Batam Nomer 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Linghungan Badan Pendapatan Daerah Kota

Batam
Keterkaitan : Peralatan/Perlonghapan :
1 Catatan Transaksi Pajak Daerah 1 Laporan Wajib Pajak
2 SOP Pemasangan APT 2 Alilasi Catatan Pajak Daerah
3 Instansi Vertikal berkaitan in T dan Fu 3 Ki
Peringatan : 4 Printer
Jika ra ian SOP tidak nkan kibatkan PotentialLost dan tidak |5 Jaringan Internet



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
- IBapenda SOPDANTZZA
. 31 Wi 2021
. We20A
Wei 2024

KEPALA ATAN DAERAH KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
RAJA AH

HIP. 19701120 200003 1009
: PROSEDUR MONITORING PENCATATAN TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKRONIK ATAS PAJAK

1.|Dasar Hukum Pelayanan/Kegiatan
ndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keua Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Keteatuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahua 2024 tentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah
5 Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Terteatu Kota Batam
5 Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 testang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam No.T7 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, | Selaetariat Dewan Perwakilan Daerah, Badan Daerah dan Ki
Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

2._|Pihak-pihak yang terlibat
Kepala Badan
Sekratari
Bidang
4 Wiaiih Paiak
3. |Tahapan Pelayanan | Kegiatan
No T: Proses n f Waida
1 Daftar Wajib Pajak Setiap hari
2 Daftar Status Peralatan Alat Perekaman Transaksi Pajak Daerah Pagi Siang dan Sore
3 Daftar Sasaran Perbaikan Alat Transaksi Pajak Daerah Online (Software) 15 Menit
4 Laporan Hasil Perbaikan 60 Menit
5 Laporan/Berita Acara Hasil Turun Lapangan Jam Buka Wajib Pajak
2 Rekapan Laporan Hasil Monitoring 60 Menit
3 Surat Pemberitahuan 480 Menit
4 Surat Peringatan 430 Menit
6 Daftar Status Peralatan Alat Perekaman Transaksi Pajak Daerah Pagi Siang dan Sore
7 Laporan Hasil Kinerja Alat Perekaman Transaksi Pajak Daerah Online 15 Menit




| BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Nomor &8 Z&

/Bapenda.SOP.04/V/2023

| Tanggal Efektif:

Halaman:

I
PROSEDUR MONITORING PENCATATAN TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKRONIK ATAS PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,

PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR

Pelaksana Mutu Baku
fio. Uriian Prossdur Tim Pertimbangan | Tim Pengawasan T:GGI:::;S Waijib Pajak Kelengkapan Waktu Output Kate-rangan
Waijib Pajak melakukan pencatatan transaksi pelanggan
1 |dengan menghubungkan aplikasi pengawasan pajak online [: Peralatan Perekaman Data Setiap hari Daftar Wajib Pajak
2 monitoring pencatatan transaksi wajib pajak melalui aplikasi '—_w—_'_ Aplikasi Monitoring dan Pencatatan Pagi Siang Daftar Status Peralatan Alat
pengawasan pajak online —:l Pajak Online dan Sore | Perekaman Transaksi Pajak Daerah
3 PN r Daftar Status Peralatan Wajib Pajak Daftar Sasaran Perbalkan Alat
3 :::: :!szja:; :?;::;:2;221:; t:e:z::ls; Rejak daersh tidak ET:] Terpasang Alat Perekaman Transaksi 15 Menit Transaksi Pajak Daerah Online
2 il i Paiak Daerah (Software)
kendala tidak dapat di selesaikan di kantor maka akan di Daftar Sasaran Perbalkan Alat Transaksi :
i
A lanjutkan dengan peninjauan lapangan ¢] Pajak Daerah Online (Software) 80 Menit Laporan Hasil Perbaikan
8 Perbaikan dilapangan bersama Tim Pengawasan dan Tim Laptop dan Peralatan Perekaman Data | Jam Buka Laporan/Berita Acara Hasil Turun
Teknisi{vendor) Tidak i Transaksi Pajak Daerah Wajib Pajak Lapangan
6 Status Peralatan Normal dan Berfungsi sebagaimana Aplikasi Monitoring dan Pencatatan Jam Buka Laporan/Berita Acara Hasil Turun
mestinya Pajak Online Wajib Pajak Lapangan
Tim Pengawasan memetakan masalah melaporkan ke tim Lapcran/Berita Acara Hasil Turun ; i
R Monit
i pertimbangan untuk di tindak lanjuti r_—l Lapangan i 4Eapan Liporan Hish hontor g
. 1 — ]
8 La;.mran permasalahan monitoring alat perekaman transaksi Rekapan Laporan Hasil Monitaring 15 Menit AiahaiiPariatah
pajak daerah online
8 Sur?t Pember.ltahu?n Status Peralatan dan Permintaan Draft Surat Pemberitahuan 480 Menit Sirat Pambaritahuan
kerjasama wajib pajak -
TTOdR
10 Tanggapan Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan (—_’l’ja Aplikasi Monitoring dan Pencatatan Pagi Siang Daftar Status Peralatan Alat
Status Peralatan dan Permintaan Kerjasama Wajib Pajak Pajak Online dan Sore | Perekaman Transaksi Pajak Daerah
Jika Tidak Maka Akan di Lanjutkan dengan Pemberitahuan Ij Laporan Daftar Status Peralatan Alat
" Jsurat Peringatan 8| Perekaman Transaksi Pajak Dacrah | 1> Men® Arshan/Perintah
12 Surat Peringatan Status Peralatan Alat Perekaman Transaksi Draft Surat Peringatan 480 Menit Surat Peringatan
Pajak Daerah Tidak
13 Tanggapan Wajib Pajak terhadap Surat Peringatan Status é‘a Aplikasi Monitoring dan Pencatatan Pagi Siang Daftar Status Peralatan Alat
Peralatan Alat Perekaman Transaksi Pajak Daerah Pajak Online dan Sore | Perekaman Transaksi Pajak Daerah
17 jika kendala disebabkan ketidak patuhan wajib pajak di Daftar Status Peralatan Alat Perekaman 15 Menit Laporan Hasil Kinerja Alat Perekaman

laporkan ke pimpinan

Transaksi Pajak Daerah

Transaksl Pajak Daerah Online

KEPALA BADAN PENDARATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMAN

H

NIP. 19701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM.

JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

BATAM

STANUARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSEDLR PEMERIKSAAN LLI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH I
NOMOR 5YbZ 1000.8.3.3/V/2024

TAHUN 2024



b L ieon a3z
;31 Mei 2021
2\ el 2024
: A\ Mei 2024
PEMERINTAH KOTA-BATAM.
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Nama SOP PROSEDUR PEMERIKSAAN UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH II
| Dasar Hukum: Kuafkasi Pelaksanan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara )
1 Pemerintsh Pusat dan Pemerintahan Daerah 1 Minimal SLTA/Diploma/Strata
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum
2 Pajak Dacrzh dan Retribus! Daerah 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
P Menteri Keuangan Republik Ind, Nomor 207/PMK.07/2018
3 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
* Daerah

o

Peraturan Walikola Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan
pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam

Peraturan Walikota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
| Peraturan Wali Kota Batam No.77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan

Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan

6 Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi

7 dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam
: Peralatan/Perlengkapan :
1 Monito Pajak Daerah 1 Laporan Wajib Pajak
2 SOP Pelaporan _ 2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah
3 Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan F 3 Ki
|Peringatan : 4 Printer
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan ‘men| Potential-Lostdan | 5 Jaringan Internet




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No. SUF - PROSEDUR PEMERIKSARN U KEPATURAN WAJIB PAJAK DAERAH 11
Tanggal Pembuatan = 31 Mei 2021

Tanggal Revisi 131 Mei 2024

[Tanggal Pengesiran - 2 et 2028

Disahkan oleh : ==

\TAN DAERAH KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM
‘BADAN-PENDAPATAN.DAERAH. RAJA
NIP. 19701120
Nama SOP I: PROSEDUR PEMERIKSAAN UJi KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH I
1.|DasarHukum Pelayanan/Kegiatan.
1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5 Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
[ Peraturan Walikota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam No.77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
7 Paraturan Walikota.Ratam Nomor.27. Tahun.2023 Tentang. Tugas.Pokak, Fungsi.dan.Uraian Tugas.dan.Sistem. Kerja.di Lingkungan. Radan Pendapatan. Dagrah Kota.|
2. |Pihak-pihak yang terfibat
1 Kepala Badan
2 Sckretariat
3 Bidang
Wajib Pajak
3. |Tahapan Pelayanan / Kegiatan
No Tahapan Proses Pelayanan / Kegiatan Wakfu
1 Membuat SK Tim Pemeriksaan 2 hari kerja
2 Surat Perintah Pemriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang kemudian diberikan kepada Wajib Pajak 1 Hari
3 InventarisirPemanggilan Wajib-pajak Setiap Harierja-
4 | Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada abjek pajak dan wajib pajak 1 Hari
5 Jika Wajib Pajak Tidak Dapat ditemukan/Tutup Membuat berita acara peninjauan lapangan terhadap objek pajak yang 1 Hari
6 Jika Wajib Pajak tidak menolak, maka Waijib Pajak hadir di BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM Daerah untuk 1 Hari
7 Waijib Pajak yang diperiksa wajib:[a] memperlihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencat 1 Hari
8 | Pemeriksaan sederhana/lengkap dengan membandingkan laporan Wajib Pajak (basis data milik Badan Pendapatan D 7 Hari Kerja
9 Pemeriksaan sederhana/lengkap 4 hari kerja
10 Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib Pajak, 3 hari kerja
1 Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa maka Wajib Pajak membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan 1 Hari
12 Pemeriksa membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 1 Hari
13 Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasll Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor 3 hari kerja
14 Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasll Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan 7 hari kerja
5 Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan Hasll Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan Akhir Hasil 7 i
Pemeriksaan, dan dianggap Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan ]
16 Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib Pajak 3 hari kerja
Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan untuk diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB
e atau SKPON 2Nl b




No mm.a.a.wrzaquTanggaJ efektif: Mei 2024 Halamar:; 113
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
PROSEDUR PEMERIKSAAN UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH II
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
Sub Bidang Penilalan, Sub Koordjnator
No. Uraian Prosedur Wajib Pajak Penagihan dan Pengtapan, Urusan Pengataan Kete-rangan
Pemeriksaan Pajak | Validasidan | dan Pendataran Kelengkapan Yeakis Oufput
Daerah Il Keberatan Pajak Pajak Daerah Il
m“ TETOT JUTAT IeTTanmganT [ O,
nime Surat Pemberitahuan
1 |Membusat SK Tim Pemeriksaan Pel mla erilém 2Hari |Pemeriksaan (SFP), Berita Acara
Hasil Pepinjauan dan Tanda
Tarima Sisrat
2 | Surat Perintah Pemriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemerixsaan, yang Dafar nama Terbit Surat Periritah Tugds (SPT),
kemudian diberikan kepada Wajib Pajak Pemeriksa 1 Hari |Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
! (SPP), Bgrita Acara Hasil
Berkas Penelitian Pajak Surat Pemperitahuen Pajak Daerah (SPTPD), i SPTPD dan aplikesi Setiap
3 |Daftar Pembayaran Pajak Daerah penatausahaan wajib Hari g:nf::;:gr:al:r:nvbdnn "
pajak Keria_|' £ ajib pajal
4 |Inventarisir Pemanggilan Wajib pajak DaRar pemanggiidn  [5urat pemanggiian wait
2 5 1 Hari
‘wajib pajak pajak
Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepacda objek pajak dar) f—
5 wajib pajak Daftar pemanggilein 1 Rari Tanda terima surat
wajib pajak pemanggilan wajib pajak
6 |Jika Wajlb Pajak Tidak Dapat ditemukan/Tufup Membuat berita acara —] Tanda terima surat
peninjauan lapangan terhadap objek pajak yang tidak aktif dan l. pemanggilan wa]r& 1 Hari Terblit berita acara
berkoorcinasi dengan Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran T >J1 iak o Peninjauan lapangan
Paiak D hil Tidak aktif paj
6.1 [Jika Wajjb Pajak tidak meniolak, meka Wajit, Pajak hadir di BADAN Tidak
PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM Daerah untuk melaksanakan menolak j Paftar Hadir dan Bukti
Pemeriksaan Kartor i) Penelitian Berkas \ Hari |Befita Acara dan
enoi beserta lampiran- Dokumentasi
lampirannya
6.2 |Wajib Pajak yang diperiksa waijib:
[a] memperiihatken/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar Ij‘:, catatan dan dokumen
pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang; 5_’5*123":1:235":“3" -
memberikan keterangan lain, pen n aiau { nan ; i
(el ¥ dokumen lain terkait Kerja Kertas Kerja Pemgriksaan
dengan cbjek pajak
terutang
6.3 |Pemeriksaan sederhana/léngkap dangan membandingkan laporan Wajib
Pajak (basis data milik Badan Pendapatan Daerqh ) dengan Ciokumen - Dokumen pendukung (bukti
pendukung (bukti pembukuan dan bukti transaksi), Catatan kas dan bank, pembukuan dan bukli transaksi)
utang piutang, dan persedjaan, neraca dan |aporan laba rugi. Berita Acara, |- Catatan kas dan bank, utang
E:::sm:m”i dan 1:3" piutang, dan persediaan, neraca
) ‘ka[ia 12 |Gan laporan laba rugl setiap tahun
pRmeltepan selama 10 tahun




No

]Tanggai Efektif: [ Halaman: 2/3
W BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM .
[_&;[L i PROSEDUR PEMERIKSAAN UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH II
Pelakgana Mutu Baku
’ Sub Bidang
Sub Bidgng Penilaian, Sub Koordinator
No. Uraian Prosedur Waljib Pajak Pénagiharn dan Penetapan Urusan Pendataan Kete-rangar
v ' T o
Pemeriksaari Pajak |  Validasidan | dan Pendaftaran Kelgngkapap | Waldu fpot
Daerah Il Keberatan Pajak Pinjak Daerah Il
: Daerah Il
6.4 | Tim Pereriksa melakukarl Pemeriksaan Lapangan térhadap Wejib Pajak,
jika Waji5 Pajak tidak hadir di kanter BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM atau Selama pemeriksaan Kantor Wajib Pajak lidak/kurang a)] Terperiksanya catatan
memberjkan data yang digerlukan gebagai Tim Pemériksa bisa Memeriksa Lauungan. dokumen pendukung
Ruang Arsip/ Serer/ Aplikasi terkalt dengar Pencatgtan dan Pembukuan. 8PT dan Bukli Tanda | 3hari |[b] Terkumpulkannya data dan
Catatan: Terima Pznyampaian kerja ||nformasi penting terkait dengan

Pemerikaan lapangan biga dlakukan kembali Jika djkemudian hari
ditemuken bukti Garu.

kewajiban pajak Wajib Pajak

Jika Wajlb Pajak nenolak untuk diperiksa maka Wajlb Pajak (nembuat

65 Surat Pemyataan
; ' P
Surat Pemyataan Penolakan Pemefiksaan Penolaken 1 Har ;irr:gtiigasat'\m pytaaR
s ¢ Pemeriksaan
6.6 |Pemerikisa membuat Kertas Kerja Pemeriksaan Berita Acara dan
Dokumeri Perhitungan 1 Hari |Berila Acara
. Secara Jabatan
i ifki 2t P “itahuan Hasil Perneriksaan diterima oleh Wajib -
6.7 [Menerbifkan Surt “"‘bei‘: uan Hasi i [ J— Wajib Pajak memperikan tanggapan
Pajak untuk Pemeriksaan Kantor ;
i SR B— St tertulis afas Surat Pemberitahuan
H:“.'I Pam K e keri Hasil Pemeriksaan dan befhak hadir
Bt Fererkaasn €M | dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
7 |Menerbifkan Surgt Pembefitahuan Hasil Pereriksaan diterima oleh Wajib
Pajak untuk Pemeriksaan Lapanga j {Wajio Pajak memperikan tanggapan
- _.| i : tertulis atas Surat Pemberitahuan
[k ﬁ“"?l‘ :e"‘b‘?;"ah”a“ i“a"' Hasil Peineriksaan dan berhak hadlr
el rermesiaan &2 | dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
8 |Apabila felah melawati jangka waktl yang télah ditetdpkan, Wajib Pajal
tidak menyampaikan sura tanggapan Hasil Pemerikgaan dan tidak hadir
dalam pembahasan Akhir Hasil Perheriksaah, maka Pemeriksa Pajak b P 7 hari Berita Acara ketidakhadiran Wajib
membuat dan menandatarigi Berita Acara ketidakhagiran Wajib Pajak dalam Szﬂarp enyampglaﬂ Keri Pajak dajJam Pembahasan Akhir
Pembahjsan AkEir Hasil Femeriksaan dan Hianggap Waijib Pajak rat Pemberitahuan €2 | Hasil Pemeriksaan
menyetujui hasi| pemeriksaan
9 |[Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib
Pajak i
| € Berita Acara Laperan 3 hari

Hasil Perneriksaan

kerja

Laporan Hasil Pemeriksaan
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BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM ] . 1 *
¥ o 1- PROSEDUR PEMERIKSAAN UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH 1]
Polnk@anm Mutu Baku
. Sub Bidang '
Sub Biddng Penilaian, Suly Koordinator
No. Uraian Prosadur Wajlb Pajak Penagihan dan Penetapan, Uru:nn Pendataan Kelerigkapan Wakty Output Kete-rangan
Penjerlksaari Pajak |  Validasidan | dan Pendaftaran ghap
Daerah Il Keberatan Pajak Pajak Daerah Il
: Daerah Il p
10 |Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilzian dan Penetapan
untuk ditrbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB atau SKPDN
Hasil pemeriksaan Zk:;: Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
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PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN -PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM.

JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

BATAWM

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOF)

PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH II |

NomOR  SML3 /000.8.3.3/V/2024

TAHUN 2024



[No.SOP S T000.83.3V12024
Tanggai Pembuatan © 31 el 2021

Tanggal Revisi B\ Wei 2024

Tanggal Pengesah 5\ Wei 2024
Disshian oleh :

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama SOP

PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH Il

Dasar Hukum :

Kualifikas| Pelaksanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1 Minimal SLTA/Diploma/Strata

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2 Memiliki k jan ik

Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 207/PMK.07/2018

Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan
pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam

Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Wall Kota Batam No.77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasidan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Peraturan Wallkota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi
tan Daerah

[Jika rangkaian SOP tidak dijalankan Gapat mengakibatkan Potential-Lost gan

7 dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Ling| Badan Pend
Kota Batam

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1 Monitoring Pembayaran Daerah 1 Laporan Wajib Pajak

2 SOP Pajak Daerah 2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah

3 Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 3 Komp
(Peringatar; 4

5




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No. S0P : 1000

Tanggal Pembuatan ;31 Nel 2021

;lnlgil Revisi A\ Mei 2024

anggal Pengesah . 5 (Me1 2024
Disahkan oleh = : -...__'?
KEPALA BAD TAN DAERAH KOTA BATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH
NIP. 19701120
Nama SOP " |:_PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAHT '\,
1.|Dasar Hukum Pelayan iatan NI
Undang-Undang “Homor 1 Tahun 2022 {entang Hubungan Keuangan Antara Penerintah Pusai tian Pemerintahan Daerah

2 Peraturan Pemerintah u Nnmnrss‘rahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4 ’umnbmhﬂomﬂmunﬂﬂmggbaﬂdmmmﬂm

Peraturan Wallkota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam

Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam No.77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan K

T Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
2. |Pihak-pihak yang terlibat
1 Kepala Badan
2 Sekretariat
3 Bidang
[ Wajb Pajak
3. |Tahapan Pelayanan / Kegiatan
No i Tahapan Proses Pelayanan / Kegiatan Waktu
1 Monitoring pembayaran pajak daerah yang di bayarkan sendiri oleh wajib pajak. Setiap hari kerja
2 Jika Setelah 15 hari kalender saat terutangnya pajak belum melakukan pembayaran maka diberikan surat pemberitahuan 2 Jam
3 Pengiriman Surat Pemberitahuan 15 Menit
4 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja
5 Jika Tidak membayar tetapi status wajib pajak tidak aktif maka di kepada Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Il 5 Menit
untuk-di nonaktifkan
6 Menonaktifian status sementara dan menginformasikan status wajib pajak untuk ditindak lanjuti, jika status wajib pajak aktif maka diteruskan kepada Sub 15 Menit
Bidang Penilaian, Penet: Validasi dan Keberatan Pajak Daerah Il
7 Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah Il menyerahkan SPTPD Pelaporan Pajak Daerah Il dan menyerahkan SPTPD 15 Menit
Pelaporan kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti
8 Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Il membuat kertas kerja pemeriksaan dan lembar hasil pemeriksaan (LHP) terkait ESPTD Pelaporan 15 Menit
ke Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah Il untuk menetapkan dan Menerbitkan SKPD, SKPDKB.
9 Berdasarkan SKPD dan SKPDKB Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang tunggakan pajak daerah If 15 Menit
10 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja
" Jika Tidak, setelah 7 (tujuh) Hari SKPD Di terima oleh wajib pajak dan belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Pertama, 15 Menit
12 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti p pembayaran Setiap hari kerja
13 Setelah 7 (tujuh) Hari surat teg| peringatan pertama tidak diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman Surat Teguran/Peringatan Kedua 15 Menit
14 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja
15 setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan-dalam-surat teguran/peringatan-kedua dilakukan-penindakan -penagihan-dengan-p ganpering 15 Menit
tunggakan pajak daerah Il di wilayah objek pajak berupa sp stiker maupun iklan di media massa
16 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembay Setiap hari kerja
17 Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan Penagihan Seketika atau Sekaligus/ Penagihan Paksa 10 Menit




TS R No. /000.8.3.3/v/2024 Tanggal efekif Mal 2024 | Halaman: 1/1
AN e PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH II
Mutu Baku
Sub Bidang owkhombse Sub Koordinator e
r

No. Uraian Prosedur Wajib Pajak Penagihan dan Penetapan, Validasi Urusan Pendataan IFU Juru Sita Kelengkapan Waktu Output rangan
Pemeriksaan dan Keberatan dan Pendaftaran
Pajak Daerah II Pajak Daerah It Pajak Daerah IT

1. |Monitoring pembayaran pajak daerah yang di bayarkan sendiri cleh wajib Database Pembayaran Pajak Setiap harl  [Laporan Pembayaran
pajak. Daerah II kerja Pajak Daerah IT

2. |Jika Setelah 15 hari kalender saat terutangnya pajak belum melakukan v Daftar Sasaran Surat 2 Jam Draft Surat
pembayaran maka diberikan surat pemberitahuan Pemberitahuan Pajak Daerah 11 Pemberitahuan

Tidak

3, |Pangirimar, Surat Pemberitahuan j Surat Pemberiitahuan 15 Menit  [Tanda Terima Surat

4. [Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajek déngan mengikuti SOP Pembayaran Setiap hari  |Realisasi Pajak Daerah
prosedur pzmbayaran kerja 11

5. |Jika Tidak membayar tetapi status wajib pajak tidak aktif maka di teruskan X Foto Dokumentasi Objek Pajak 5 Menit Tanda Terima
kepada Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I1 < Penyerahan Dokumen
untuk di nanaktifkan sementata

6. [Skb Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah IT Tanda Terima Penyerahan 15 Menit  |Daftar Status Wajib
Menonaktifkan status semenitara dan menginformasikan stetus wajib pajak ‘{_ ! Dokumen Pajak
untuk ditindak lanjuti, jika status wajib pajak aktif maka di teruskan kepada Foto Dokumentasi Objek Pajak
Sub Bidang Penilaiari, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah 11

7. |Sub Bidang Penilaiari, Penetarian, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah 11 » Laporan Hasil 15 Menit  [Draft Surat Ketetapan
menyerahkan SPTPD Pelaporan Pajak Daerah II dan menyerahkan [ e Pemeriksaan/STPD Pajak Daerah II
SPTPD Pelaporan kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan —
untuk ditindaklanjuti

8 |Sub Bidarg Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II membuat * Laporan Hasil 15 Menit  [Draft Surat Ketetapan
kertas kerja pemeriksaan dan lembar hasil pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan/STPD Pajak Daerah II
terkait SPTPD Pelaporan ke Sub Bidang Penilaian, Penetapan, |_l
Validasi dan Keberatan Pajak Daerah IT untuk menetapkan dan
Menerbitian SKPD, SKPDKB.

9 |Berdasarkan SKPD dan SKPDKB Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Ya - Surat Ketetapan Pajak Daerah Tanda Terima Surat
memberitanukan kepada Wajin Pajek tentang tunggakan pajak daerah II - Surat Pemberitativan 15 Menit Pamberitahuan
Menerbitkan surat pemberitahuan. I:":J Tidak en|

10 [Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti SOP Pembayaran Setiap hari  |Realisasi Pajak Daerah
prosedur pembayaran kerja ji |

11 |Jika Tidak, setelah 7 (tujuh) Harl SKPD, SKPDKB Di terima pleh wafib pajak Ya > Surat Teguran atadl Surat Tanda Terima Surat
dan belum melakukzn pembayaran, diterbitkan Surat Teguran/Peringatan ﬁ Tidak Peringatan Pertama 15 Menit Teguran/Peringatan
Pertama, Pertama

12 |Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti SOP Pembayaran Setiap hari  [Realisas! Pajek Daerah
prosedur pembayaran kerja ji |

13 |Setelah 7 (tujuh) Hati surat teguran/peringatan pertama tidak diindahkan di V-< Surat Teguran atai Surat Tanda Terima Surat
lanjutkan dengan pengiriman Surat Teguran/Peringatan Kedua I:‘i':l Peringatan Kedua e el Teguran/Peringatan

Tidak Kedua

14 |Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan menglkuti ; SOP Pembayaran Setlap hari  |Realisasi Pajak Daerah

prosedur pembayaran kerja n
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A PROSEDUR PENAGI'HAHPAJAK DAERAH II
Mutu Baku
Sub Bidang s;::ﬂm::,q Sub Koordinator Kete
No. Uraian Prosedur Wajlb Pajak Penagihan dan Penetapan, Validasi Urusan Pendataan 3FU Juru Sita Kel : Wakt ut rangan
Pemeriksaan dan Keberatan dan Pendaftaran ape Qutp
Pajak Daerah II Pajak D h 11 Pajak Daerah II
15. |setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat Pemasangan spanduk, stiker Bukti Poto
teguran/peringatan kedua dilakukan penindakan penagihan dengan e maupun iklan di media massa Dokumentasi
pemasangin peringatan tunggakan pajak daerah II di wilayah abjek pajak Pemasangan spanduk,
|brupa spanduk, stiker maupuin iklan di media massa Tidak 15 Menit | ctiker maupun iklan di
medla massa
16 |Jika Ya, Waijib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti g SOP Pembayaran Setiap hari  |Realisasi Pajak Daerah
prosedur pembayaran ( kerja 11
17. |Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan Berita acara dan kelengkapan 10 Menit  |Berita Acara Serah
Penagihan Seketika atau Sekaligus/ Penagihan Paksa 3 data penagihan Terima
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

KOTA BATAM




